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ABSTRAK 
 
 

Sudah sering terjadi di Indonesia bahwa kasus Tindak pidana penggelapan 
perpajakan sendiri bukanlah hal yang jarang melainkan sudah berkategori umum 
dan kasus pidana pajak ini bahkan diperbuat oleh sekelompok oknum untuk 
melepaskan kewajiban mereka sendiri sebagai pihak wajib pajak. Karenanya perlu 
untuk menulis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Penghasilan Korporasi Dalam 
Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Penelitian ini berfokus pada aturan-aturan hukum yang ada, seperti undang-
undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan pengadilan. Peneliti 
berusaha untuk menggali dan menganalisis norma-norma hukum yang ada serta 
memberikan tafsiran terhadap aturan hukum tersebut. Dengan Pendekatan 
Sosiologis Dimana Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial 
dan berusaha untuk menghubungkan hukum dengan masyarakat. 

Secara umum penyebab terjadi penggelapan pajak bisa dikategorikan 
menjadi : Kurangnya Pengawasan, Keterbatasan Sumber Daya, Korupsi, 
Kurangnya Pengetahuan, Motivasi Keuangan, Keterlibatan Pihak Ketiga, 
Kurangnya Transparansi, Peraturan Pajak yang Kompleks. 

Tindak pidana penggelapan pajak penghasilan oleh korporasi bisa 
ditanggulangi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan 
adanya peraturan yang lebih jelas dan tegas, serta dukungan teknologi dan sumber 
daya manusia yang memadai, UU HPP memiliki potensi untuk mengurangi 
penggelapan pajak secara signifikan. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan dan 
pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi 
peraturan yang berlaku. 

 
Keyword :  Tindak Pidana Penggelapan, Pajak Penghasilan Korporasi, Undang – 

Undang HPP. 
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ABSTRACT 
 
 

It has often happened in Indonesia that cases of tax evasion are not rare but 
are already categorized as common and these tax crimes are even carried out by a 
group of individuals to escape their own obligations as taxpayers. Therefore, it is 
necessary to write the Criminal Act of Corporate Income Tax Evasion in the Law 
on Harmonization of Tax Regulations. 

 
This research focuses on existing legal rules, such as laws, government 

regulations, and court decisions. Researchers try to explore and analyze existing 
legal norms and provide interpretations of these legal rules. With a Sociological 
Approach Where this approach sees law as a social phenomenon and tries to 
connect law with society. 

 
In general, the causes of tax evasion can be categorized as: Lack of 

Supervision, Limited Resources, Corruption, Lack of Knowledge, Financial 
Motivation, Third Party Involvement, Lack of Transparency, Complex Tax 
Regulations. 

 
The crime of corporate income tax evasion can be addressed in the tax 

regulation harmonization law. With clearer and more assertive regulations, as well 
as adequate technological and human resource support, the HPP Law has the 
potential to significantly reduce tax evasion. However, stricter vigilance and 
supervision are still needed to ensure that all parties comply with applicable 
regulations. 

 
 

Keywords: Criminal Act of Embezzlement, Corporate Income Tax, HPP Law. 
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